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Menimbang : a.	 babwa tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
pintu di Kabupaten lampung Selatan adalab 
mewujudkan sistem pelayanan yang cepat, murah, 
mudab, transparan, dan terjangkau bagi masyarakat 
yang akan mengurus perizinan untuk kelangsungan 
usahanya; 

b.	 babwa dalam rangka tertib administrasi guna 
mewujudkan perizinan yang sesuai dengan pelayanan 
prima, maka perlu mengatur Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan; 

c.	 babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, 
maka. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan 
Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tabun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tabun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tabun 1956 tentang 
Pembentukan Daerab Tingkat II Termasuk Kota Praja 
da1am Lingkungan Daerab Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75 Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintaban Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

8.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Uruean Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

12. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebegaimane telah diubah beberapa kali, terakbir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 



13. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

14.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
06	 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung 
Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 23); 

IlIEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN SUPATI TENTANG STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN 
PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN. 

Pa8all 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

3. Bupati adalah	 Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Lampung Selatan. 

5.	 Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan. 

7.	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umurn Kabupaten 
Lampung Selatan. 

8.	 Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan, 

9.	 Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 



10. Perizinan adalah pemberian legalitae kepada orang atau pelaku 
usahajkegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tenda 
daftar usaha. 

11. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan 
penyelenggaraan Perizinan yang proses pengolahan dokumen 
persyaratan, tahap pennohonan sampai tahap terbitnya dokumen 
dilakukan secara terpadu satu pintu dan satu tempat. 

12. Tim Teknis Koordinasi Bidang Perizinan adalah Tim Teknis Koordinasi 
Bidang Perizinan Kabupaten Lampung Selatan. 

13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
standar penerbitan perizinan yang memuat tentang prosedur tetap 
penerbitan perizinan, standar biaya, standar waktu penyelesaian izin 
serta prosedur pengajuan penanganan pengaduan. 

14. Pennohonan Perizinan Tertentu adalah Pennohonan Perizinan dengan 
jenis kegiatanjusaha yang dapat menimbulkan dampak signifikan 
bagi masyarakat danj atau lingkungan sekitarnya. 

Pasa12 

SOP Penerbitan Perizinan pada Badan tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini. 

Pasal3 

(1)	 Sebelum Permohonan Perizinan diterbitkan harus dibahas dan 
mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Tim Teknis Koordinasi 
Bidang Perizinan. 

(2) Tim	 Teknis Koordinasi Bidang Perizinan sebelum mengeluarkan 
rekomendasinya dapat meminta persyaratan tambahan kepada 
pemohon izin seperti Dokumen AMDAL, UKLjUPL dan Dokumen 
ANDALALIN dengan mempertirnbangkan dampak yang dapat timbul 
akibat berdirinya usahajkegiatan terhadap masyarakat dan 
Lingkungan sekitarnya. 

(3)	 Prosedur pennohonan dan penerbitan Rekomendasi Tim Teknis 
Koordinasi Bidang Perizinan sebagai salah satu syarat penerbitan Izin 
Tertentu adalah sebagai berikut : 
a.	 paling lambat 3 (tiga) han kerja setelah menerima berkas 

permohonan dan pemohon, make Kepala Bidang melalui Kepala 
BPMPPT membuat surat permohonan kepada Tim Teknis 
Koordinasi Bidang Perizinan untuk penjadwalan rapat Tim Teknis; 

b.	 paling lambat 7 (tujuh) han kerja setelah menerima surat 
permohonan dari Kepala Badan, Tim Teknis Koordinasi Bidang 
Perizinan harus melakukan pembahasan permohonan izin serta 
membuat keputusan rekomendasi yaitu menerima atau menolak 
permohonan izin yang disarnpaikan kepada Kepala Badan; 

c.	 paling lambat 2 (dua) han kerja setelah terbit rekomendasi Tim 
Teknis Koordinasi Bidang Perizinan, Kepala Badan segera 



memberitahukan hasil rekomendasi Tim Teknis Koordinasi Bidang 
Perizinan kepada pernohon; 

d. permohonan izin yang ditetapkan oleh Tim Teknis Koordinasi 
Bidang Perizinan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL, 
UKLjUPL dan ANDALALIN selanjutnya proses penerbitan izin 
diteruskan apabila dokumen telah dipenuhi oleh pemohon; dan 

e. izin diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah 
diterimanya dokumen lengkap dari pemohon. 

Pasal4 

(I)	 Jenis kegiatanjusaha diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) yang tidak menghasi1kan limbah cair berbahaya, cukup 
membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingirungan (SPPL). 

(2)	 Badan dapat meminta persyaratan tambahan kepada pemohon izin 
seperti surat pernyataan atau persyaratan lainnya dengan 
mempertimbangkan dampak yang dapat timbul akibat berdirinya 
usahajkegiatan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

PasalS 

(I)	 Permohonan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) serta bangunan selain fungsi hunian dengan luas > 300 M2 
(tiga ratus meter persegi) pengesahan gambarnya dilakukan oleh 
Dinas. 

(2)	 Prosedur pengesahan gambar pada Dinas adalah sebagai berikut: 
a.	 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkan Rekomendasi dari Tim Teknis 

Koordinasi Bidang Perizinan, maka kepala Badan meneruskan 
Surat Permohonan kepada Kepala Dinas untuk pengesahan 
gambar; 

b.	 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya s'urat 
permohonan pengesahan gambar dari Kepala Badan, maka Kepala 
Dinas harus menyerahkan pengesahan gambar kepada Kepala 
Badan;dan 

c.	 apabila sampai batas waktu yang ditentukan, Kepala 
Dinas tidak menyerahkan pengesahan gambar, maka Dinas 
dianggap telah menyetujui dan pejabat yang menangani izin pada 
Badan dapat mengesahkan gambar sebagai pengganti pengesahan 
dari Dinas. 

Pasal6 

Seluruh izin yang diterbitkan oleh Badan akan ditembuskan kepada 
Dinasjlnstansi terkait yang berkepentingan. 

Pasal7 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua Peraturan yang 
mengatur hal yang sarna dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal8 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal9 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat rnengctahuinya, memerint.ahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal Ig, lU" re+. 2013 

SUPATI LAMPUl'lG SELATAII', 

RYCKO~ENOZA SZP 
Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 2013 

SEKRETARIS DAE UPATEN LAMPUl'lG SELATAII'. 
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LAMPlRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR QDA TAHUN 2013 
TANGGAL : 1'2> \\'\",y:et> 2013 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN PERlZINAN
 
PADA BADAN PENANANAIlIIAIf MODAL DAN
 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

1. PENDAHULUAN 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nornor 32 Tabun 2004 tentang 
Pernerintaban Daerab yang telab rnernberikan peluang yang besar 
kepada Daerah untuk rnelakukan inovasi mengatur dan membuat 
berbagai kebijakan pernbangunan serta peningkatan kuaJitas 
pelayanan umum kepada mesyerakat sehingga pelayanan yang 
diberikan kepada rnasyarakat benar-benar rnerupakan pelayanan 
yangpnma. 

Tuntutan rnasyarakat terhadap pelayanan prima dari Aparatur 
Pemerintah merupakan keharusan karena merupekan manifestasi 
dari Aparatur Pernerintab selaku abdi masyarakat dan abdi negara, 
selain itu arus globalisasi dan persaingan pasar bebas serta tuntutan 
dunia bisnis yang semakin liberal menginginkan adanya berbagai 
kemudahan dalarn melakukan investasi usaha, khususnya dalam 
pengurusan seluruh perizinan yang dapat dilakukan dalam satu 
wadab ( One Stop Service ). 

Sejalan dengan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
telab rnenerbitkan Peraturan Daerab Nemer 23 Tabun 2012 tentang 
Perubaban ketiga Atas Peraturan Daerab Kabupaten Lampung 
Selatan Nornor 06 Tabun 2008 tentang Pernbentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerab Kabupaten Lampung Selatan dan 
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 15.b Tabun 2007 tentang 
Pedoman Pelayanan Umum Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan sebagai implernentasi dari 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan 
terbentuknya sistern pelayanan terpadu satu pintu diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja dan citra Aparatur Pemerintah, 
menyederhanakan birokar-si, peningkatan mutu pelayanan kepada 
rnasyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerab. 

Disamping itu agar sistem dan prosedur pelayanan dan penerbitan 
Perizinan pada Badan Penananaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dapat berjalan dengan maksimal dan terkoordinir, rnaka 
diperIukan standar pelayanan yang akan rnenjadi acuan bagi pihak 
yang rnelaksanakan. 



n, LINGKUP KEGIATAN
 

Lingkup kegiatan pemberian izin meliputi :
 

1. Pendaftaran Penanarnan Modal; 
2. Izin Prinsip Penanaman Modal; 
3. Izin Prinsip Perubahan Penanarnan Modal; 
4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 
5. lzin Usaha Penanaman Modal; 
6. Izin Usaha PerIuasan Penanarnan Modal; 
7. Izin Usaha PenggabunganjMarger Penanaman Modal; dan 
8. Izin Usaha Perubahan Penanarnan Modal. 
9. Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 
10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)jlzin Gangguan (HO); 
11. lzin Merk; 
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
14. Izin Usaha Industri (lUI); 
15. Tanda Daftar Industri (TDI)); 
16. Tanda Daftar Gudang (TDG); 
17. Izin Usaha Perikanan (IUP); 
18. lzin Usaha Pusat PerbeIanjaan (IUPP) 
19. lzin Usaha Toko Modern (IUTM) 
20. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK); 
21. Surat Izin Penggunaan Air tanah (SIPA); 
22. Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK); 
23. lzin penimbunan bahan bakar; 
24. Izin Pemasangan Reklame; 

Lingkup kegiatan yang termasuk daJarn kesatuan izin tertentu adalah 
sebagai berikut : 

NO. JENIS USAHAjKEGIATAN KLASIFIKASI 

I Mendirikan Pusat 
PerbeIaniaan/Pasar Modern 

Mall, Hyper Market, Pasar 
Swalavan, Toko Modern 

2 Mendirikan Hotel Semua Kriteria 
3 Mendirikan Rumah Sakit Serrrua Tvpe 

4 Mendirikan Tower/ Menara BTSjbackbone 
5 Mendirikan SPBU Semua Tvoe 
6 Usaha Industri Skala besar & menenzah 
7 Mendirikan Gudana Luas > 1.000 M2 
8 Mendirikan Perumahan Luas > 1 Ha 
9 Pemoanzunan Pelabuhan Semua Jenis Pelabuhan 
10 PertokoanjPerkantoran 

IRUKO/RUKANl 
> 5 Pintu 

Luas > 1 Ha11 Usaha Pariwisata 
12 Sekolah/Perauruan Tin"lli/Kantor Luas Banmman > 1.000 M2 
13 Gedunz Serba Guna (GSGj Luas Banaunan > 1.000 M2 



III.	 PROSEDUR PEI'fERBITAl'f PERlZII'fAl'f PADA BADAl'f PEI'fAl'fAMAl'f 
MODAL DAl'f PELAYAl'fAl'f PERlZII'fAl'f TERPADU KABUPATEN 
LAMPUI'fG SELATAl'f 

I.	 Pemohon datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan; 

2.	 Pemohon datang ke petugas informasiJcostumer service atau 
dapat langsung menuju petugas pendaftaran untuk memperoleh 
formulir pengajuanj permohonan izin; 

3.	 Setelah pemohon menerima formulir, pemohon mengrsi formulir 
permohonan dan me1engkapi persyaratan; 

4.	 Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas : 
Apabila lengkap, berkas permohonan diagendakan dan 
pemohon diberi resi penerimaan berkas, selanjutnya berkas 
permohonan dikirim ke bagian proses; 
Apabila tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon. 

5.	 Bagian Pendaftaran perizinan mempelajari berkas permohonan, 
dengan 3 (tiga) alternatif keputusan : 
a. terhadap permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan 

lapangan, maka berkas dapat langsung diproses pada tahap 
selanjutnya; 

b. terhadap pennohonan izin yang memerlukan pemeriksaan 
Iapangan, maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh 
petugas BPMPPT; dan 

c.	 terhadap permohonan izin tertentu serta permohonan izin yang 
dapat menimbulkan dampak yang sigoifikan bagi masyerakat 
ataupun lingkungan sekitarnya, maka akan dilakukan 
peninjauan lapangan dengan pembahasan oleh Tim Teknis 
Perizinan danJatau TIm Teknis Koordinasi Perizinan. 

6.	 a. terhadap permohonan izin yang dibahas oleh Tim Teknis 
Perizinan maka Tim melaksanakan pemeriksaan lapangan dan 
rapat pembahasan, selanjutnya Tim Teknis perizinan 
menyiapkan: 
1.	 berita acara rapat; 
2.	 rekomendasi tim teknis perizinan; dan 
3.	 apabila berdasarkan rekomendasi tim teknis permohonan 

dapat diterima, maka proses dilanjutkan ke tahap 
berikutnya dan apabila ditolak maka akan diberikan surat 
penolakan. 

b. terhadap permohonao 12m yang dibahas oleh Tim Teknis 
Koordinasi Perizinan, maka : 
I.	 Kepala Bidang melalui Kepala Badan membuat surat kepada 

sekretariat Tim 'Teknis Koordinasi Perizinan Kabupaten 
Lampung Selatan untuk penjadwalan waktu, tempat dan 
pembahasan; 

2.	 Rekomendasi Tim Teknis Koordinasi Perizinan; 
3.	 Apabila berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Koordinasi 

Perizinan permohonan dapat diterima maka proses 
dilaojutkan ketahap selanjutnya dan apabila ditolak maka 
akan dibuatkan surat penolakan. 



7.	 Bidang Perizinan menetapkan retribusi dan pencetakan Surat 
Keterangan izin; 

8.	 Proses pemerikeaan dan paraf oleh Kepala Bidang dan Sekretaris 
serta penandatanganan izin oleh Kepala Badan; 

9.	 Pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen izin telah selesai 
diproses disertai informasi besarnya retribusi yang terutang; 

1O.Pemohon membayar retribusi ke loket pembayaran /kasir/bank; 

11.Pemohon menyerahkan resi pembayaran retribusi melalui loket 
penyerahan izin, selanjutnya petugas menerima resi pembayaran, 
rnelakukan registrasi izin [pencatatan, penornoran dan pengarsipan) 
dan penyerahan izin kepada pemohon. 



PROSEDUR TETAP 10 (SEPULUH) LAlfGKAH PENAI'lGAl'lAl'l DAI'l
 
WAKTU PENYELESAIAI'l DEKKAS PERMOHONAI'lIZIN
 

1.	 Langkah Pertama : 
a. pemohon datang ke kantor BPMPPT; 
b. petugas informaei/costumer service danjatau petugas pendaftaran 

wajib memberi salam serta harus berpenampilan menarik, ramah, 
sopan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
pemohon berkaitan dengan pengurusan perizinan; 

c.	 petugas pendaftaran harus menyediakan fonnulir pennohonan izin 
dan menjelaskan dengan rinci tata cara pengisian fonnulir 
pennohonan kepada pemohon; 

d. petugas pendaftaran mempersilahkan pemohon mengisi formulir 
pennohonan dan rnelengkapi persyaratan sesuai ketentuan; 

e.	 petugas pendaftaran memeriksa daftar isian formulir pennohonan 
dan kelengkapan berkas persyaratan perizinan serta apabila ada 
hal-hal yang belum jelas dan meragukan, petugas berkoordinasi 
dengan petugas veriflkasi 

f. petugas verifIkasi memeriksa kelengkapan berkas yang terdiri : 
Apabila lengkap, berkas permohonan diagendakan oleh petugas 
pendaftaran dan pemohon diberi tanda terima berkas, 
selanjutnya berkas permohonan diparaf oleh petugas 
pendaftaran pada kartu kendali dokumen izin; dan 
Apabila tidak lengkap, petugas pendaftaran mengembalikan 
berkas kepada pemohon. 

g. petugas pendaftaran memberi salam dengan ramah dan sopan. 
(langkah pertama dlJakaa....kan dslsm waktu 1 (aatul hari kerja 

2.	 Langkah Kedua : 
a. kabid	 Pcriainan memerintahkan petugas Loket untuk memproses 

berkas-berkas; 
b. bagian Loket meneliti dan mempelajari berkas permohonan dan 

memilahnya menjadi 3 (tiga) alternatif Keputusan yaitu sebagai 
berikut: 
1.	 terhadap permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan 

lapangan, maka berkas dapat langsung diproses pada tahap 
selanjutnya; 

2.	 terhadap pennohonan izin yang memerlukkan pemeriksaan 
lapangan maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas 
dari Badan; 

3.	 terhadap pennohonan izin tertentu serta permohonan izin yang 
dapat menimbufkan dampak yang signifikan bagi masyarakat 
maupun lingkungan sekitarnya, maka akan dilaksanakan 
peninjauan lapangan dan pembahasan oleh Tim Teknis 
Perizinan danjatau Tim Teknis Koordinasi Perizinan. 

c. terhadap	 berkas permohonan izin yang tidak memerlukan 
pemeriksaan lapangan, maka dalam 2 (dua) hari kerja petugas 
Loket meneruskan berkas pennohonan kepada Koordlnator Loket 
setelah dikoordinasikan dan disetujui oleh Kabid perizinan; 

d. terhadap alternatif sebagaimana dirnaksud pada angka 2 rnaka 
petugas Loket memerintahkan petugas lapangan Badan untuk 
melaksanakan pemeriksaan lapangan dan melaporkan haeil kepada 
Kabid Perizinan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja yang dituangkan 
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan. Apabila tidak ada 
masalah, maka Kabid Perizinan memerintahkan bagian Loket untuk 
memproses ketahap selanjutnya dan apabila berdasarkan hasil 



pemeriksaan lapangan ada pelanggaran, maka daJam waktu 2 (dua) 
hari kerja Kabid Perizinan memerintahkan Bagian Loket Perizinan 
untuk membuat surat penolakan; 

e.	 terhadap altematif sebagaimana dimaksud pede huruf b angka 3, 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan, 
maka Kabid Perizinan memerintahkan Bagian Loket untuk 
membuat surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan 
yang ditujukan kepada anggota Tim Teknis Perizinan dan membuat 
surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPMPPT yang 
ditujukan kepada Sekretariat Teknis Koordinasi Perizinan untuk 
diadakan rapat dan pembahasan. 

3.	 Langkah Ketiga 
a. terhadap perrnohonan izin yang dibahas oleh Tim Teknis Perizinan, 

maka Kabid Perizinan memerintahkan Kasubbid yang menangani 
Perizinan bersama Tim melaksanakan pemeriksaan lapangan. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, maka dilaksanakan 
Rapat Pembahasan Tim 'Teknis Perizinan dan berdasarkan hasil 
rapat dibuat : 
1. Berita aeara rapat; 
2. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan; dan 
3. Apabila berdasarkan rekomendasi Tim Teknis pennohonan dapat 

diterima maka proses dilanjutkan ketahap selanjutnya dan 
apabila ditolak maka dibuatkan surat penolakan. 

b. terhadap permohonan izin yang dibahas oleh Tim Teknis Koordinasi 
Perizinan, maka Kabid Perizinan memerintahkan Kasubbid yang 
terkait Perizinannya untuk mempersiapkan bahan rapat berupa 
gambar situas! dan tata letak. Berdasarkan pembahasan Tim 
Teknis Koordinasi Perizinan Kabupaten Lampung Selatan, maka 
dikeluarkan: 
1. Rekomendasi dari Tim Teknis Koordinasi Perizinan; 
2. Apabila berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Koordinasi 

Perizinan pennohonan izin diterima, maka proses dilanjutkan 
pada proses selanjutnya dan apabila ditolak maka dikeluarkan 
surat penolakan; 

(pemeriksaan lapangan dan rapat pembahasan Tim Teknis Perizinan 
dan atau Tim Teknis Koordinasi Perizinan dilak.sanakan dalam waku 7 
(tujuh) hari kerja]. 

4.	 Langkah Keempat : 
Berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Perizinan dan atau Tim Teknis 
Koordinasi Perizinan, maka Kabid Perizinan paling lambat 2 (dua) hari 
kerja terhadap permohonan izin yang ditolak, maka dikeluarkan Surat 
penolakan dan terhadap izin yang diizinkan dengan syarat, maka 
dikeluarkan surat pemberitahuan kepada pemohon perihal 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. 

5.	 Langkah Ke1ima : 
a. apabila semua persyaratan telah dipenuhi, terhadap permohonan 

perizinan tertentu yang dibahas oleh Tim Teknis Koordinasi 
Perizinan dan/atau Tim Teknis Perizinan serta bangunan selain 
fungsi hunian dengan luas > 300 M2 maka paling lambat 2 (dua) 
hari kerja Kabid Perizinan memerintahkan Koordinator Loket untuk 
membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Badan 



yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umurn untuk 
pengesahan gambar; 

b. apabila sampai 7 (tujub) hari kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
tidak mengesahkan gambar, maka daJam waktu I (satu) hari kerja 
gambar disahkan oleh pejabat BPMPPT (petugas lapangan, 
Koordinator Loket perizinan dan Kabid perizinan); dan 

c.	 setelah menandatangani pengesahan gambar, Koordinator Loket 
perizinan membubuhkan paraf pada kartu kendali dokurnen 
permohonan izin dan meneruskan berkas ke tahap selanjutnya. 

6. Langkab Keenam : 
a. kabid Perizinan memerintahkan Koordinator Loket untuk 

penetapan retribusi dan peneetakan blanko Surat Keterangan izin; 
b. paling lambat I (satu) hari kerja setelah menerima berkas izin 

Koordinator Loket memerintahkan petugas penetapan untuk 
menghitung besaran retribusi dan petugas pencetakan blanko 
Surat Keterangan izin untuk mengetik blanko izin; 

c.	 paling lambat I (satu) hari kerja setelah blanko izin selesai diketik 
dan dibuat storting retribusi, maka Koordinator Loket memeriksa 
berkas kemudian membubuhkan paraf koordinasi pada blanko 
Surat Keterangan izin dan membubuhkan paraf pada lembar 
disposisi kartu kendali dokumen permohonan izin kemudian 
meneruskan berkas dikirimkan kepada Kabid Perizinan. 

7. Langkah KetoQuh : 
a. setelah menerima herkas permohonan izin, maka Kabid Perizinan 

memeriksa kelengkapan persyaratan izin dan ke benaran pengetikan 
blanko izin serta kebenaran pembuatan retribusi di dalam storting; 

b. apabila terdapat kekeliruan daJam pengetikan dan penentuan 
retribusi terutang, maka berkas dikembalikan pada Koordinator 
Loket untuk diperbaiki dan apabila tidak ada kekeliruan, maka 
paling lambat 1 (satu) hari kerja Kabid perizinan telah 
membubuhkan paraf koordinasi pad" blanko Surat Keterangan izin 
serta membububkan paraf pada lembar disposisi kartu kendali 
dokumen permohonan izin untuk selanjutnya diteruskan kepada 
sekretaris. 

8. Langkah Kedelapan : 
a. setelah menerima berkas permohonan izin, maka sekretaris 

memeriksa kelengkapan persyaratan izin dan kehenaran pengetikan 
blanko izin serta kebenaran pembuatan storting retribusi; 

b. apabila terdapat kekeliruan dalam pengetikan dan penentuan 
retribusi terhitung, maka berkas dikembalikan kepada Kabid 
Perizinan untuk diperbaiki dan apabila tidak ada kekeliruan, maka 
sekretaris paling lama 1 (satu) hari kerja telah membububkan paraf 
koordinasi pada blanko Surat Keterangan izin serta membubuhkan 
paraf pada lembar disposisi kartu kendali dokurnen permohonan 
izin untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan untuk 
penandatanganan Surat Keterangan izin. 

9. Langkah Kesembilan : 
a. setelah menerima berkas permohonan izin maka Kepala Badan 

memeriksa kelengkapan persyaratan dan kebenaran pengetikan 
blanko Surat Keterangan izin serta kebenaran pembuatan storting 
retribusi. 



b. apabila terdapat kekeliruan dalam pengetikan dan penetapan 
retribusi terhutang maka berkas dikembalikan lagi ke Kabid 
Perizinan untuk diperbaiki dan apabila tidak ada kekeliruan maka 
Kepala Badan dalam waktu 1 (satu) hari kerja menandatangani 
blanko Surat Keterangan izin. 

10. Langkab Kesepuluh : 
a.	 setelah Surat Keterangan 1ZlIl ditandatangani oleh Kepala Badan 

maka berkas permohonan izin dikembalikan kepada Kabid 
Perizinan; 

b. kabid	 perizinan memerintahkan petugas pcnomoran untuk 
menyimpan berkae pennohonan izin dan menyerahkan storting 
retribusi izin kepada petugas pengambilan izin; 

c.	 apabila pemohon datang untuk mengambil izin maka petugas 
pengambilan izin rnenyerahkan storting retribusi izin dan 
mempersilahkan pemohon untuk membayar retribusi kepada 
Bendahara Penerima BPMPPr; 

d. apabila pemohon telah membayar retribusi izm dengan 
menunjukkan bukti setor kepada petugas pengambilan izin maka 
petugas pengambilan izin menyerahkan bukti setor kepada petugas 
penomoran; 

e.	 setelah menerima bukti setoran retribusi maka dalam waktu paling 
lama 1 (satu) jam petugas penomoran segera memberi nomor 
kepada blanko Surat Ketcrangan izin dan menyerahkannya kepada 
petugas pengambilan izin; 

f.	 petugas pengambilan izin segera menyerahkan Surat Keterangan 
izin kepada pemohon disertai dengan tanda terima penyerahan 
Surat Keterangan izin; 

g.	 setelah menyerahkan Surat Keterangan izin petugas mengambilan 
izin memberi salam kepada pemohon dengan ramah dan sopan; 

h. petugaa penyerahan izin segera menyerahkan berkas pennohonan 
izin kepada petugas arsip. 



DASAR HUKUM PERSYARATAN DAN MEKANINISME PELAYANAN UMUM PERIZINAN
 
01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

6. JEBIB PERIZlRAN 

1 Pendaftaran 
Penanaman Modal 

2 lzin Prinsip 
Penanaman Modal 

I 

DASARHUKUM 

II	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2007 Tentang Penanamsn Modal 

•	 Peraturan Presiden Rapublik. Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2009 Tenlang Pelayenen 
Tarpadu Salu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal 

•	 Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 12 Tehun 2009 
Tentang Pedoman dan Tata ca" 
Permohonan Penanaman Modal 

• Und~ng·und~ng Repuhlik Indonesia Nomor 
25 Tebun 2007 Tenlang Penanaman Modal 

•	 Peraluran Presiden Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal 

•	 Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 
Tentang Pedoman dan Tala cera 
Permohonan Penanaman Modal 

PERSYARATAN 

0	 Bukti Diri Pemohon 
1.	 Fotokopi pendBftaran bagi Usah~ yang 

telah rnelakukan pendaflBran 
2.	 Fotokopi Aleta Pendirian Perusahaan dan 

Perubahannya 
3.	 Pctckcpi Pengesahan Akta Perusahaan 

dati Menteri Hukum dan HAM 
4.	 Fotokopi NPWP 

h.	 Keterangan Rencena Kegtatan 
I.	 Uraian proses produksi yang 

mencantumkan jenis bah.. holm 
dilengkapi diagram alir / Oowchart 

2.	 Uraian Kegiatan usena untuk sector jasa 
c.	 Rekomendasi dori lnstanei Pemerintaban 

terkolt bila dipersyaratken. 
d.	 Pennohonan yang tidak eeearalangsung oleh 

Pemohon k' BPMPPT Lampung Selatan 
herue dilengkapi Suret xcasa AsU, dengan 
bermaterai cukUn. 

a.	 Bukti Diri Pemohon 
1.	 Fotokopi pendaftaran bagi Usaha yang 

telab melakukan pendaftaran 
2.	 Fotokopi Akta Pendirian perusahaan den 

Perubahannya 

3.	 Fotokopi Pengesahan Akta Perusabaan 
dElri Menteri Hukum dan HAM 

4.	 Fotokopi NPWP 
h.	 Keterangan Rencana Kegiatrm 

1	 Urnian proses produksi y.., 
mencenrumken jen.is bah.. holm 
dilengkepi diagram alir / Oowchart 

2.	 ureten Kegiatan usene untuk sektor jesa 
c.	 Rekomendaai dan Jnstenst Pemerintaban 

terkait bila dipersyaretkan. 
d.	 Permohonan yang tidak secare langaung oleh 

Pemchcn Ire BPMPPT Lwnpung Belatan 
harus dilengkapi Sural xuesa A6li, dengan 
bermaterai cukup. 

MEKAlfISME/PROSEDUR/TATA 
CARA 

1.	 Pengajuan berkas permohonan di 
loket pelayanan; 

2.	 Pemeriksaan Berkes; 
3.	 Pemerikeaan Lokaei JLapangan; 
4.	 Proses aurae Izin; 
S.	 Penyerahan Surat Izin 

1	 Pengajuan berkas pennohonan di 
lcket pelayanan; 

2.	 Pemeriksaan Berkas; 
3.	 Pem.eriksaan Lokasi /Lapanganj 
4.	 Proses surnt Izin; 
s.	 Penyerehen Sur-at Izin 

....SAWAKTURETRlBUSI BERLAKUPENYELESIAN 
IZlR 

Non Retribusi 3 hari kerja Seleme 
peru sahaen 

Berdiri 

Non Retribusi 3 hari keIja Selama
 
Perusahaan
 

Bcrdiri
 

/
 

I 



3 bin Prinsip • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1. Fotokopi Izin Prinsipjlzin Prinsip Perluasan 1. Pengajuan berkaa permohonan d.i Non Retribusi 3 hari kerja Selama 
Perubahan 
Penanwnan Modal 

25 Tahun 2007Tentang Penanaman Modal yang dimohonkan Perubahannya. 
2. Fotokopi Akta Pendirian dan Peruhahannya, 2. 

loket pelayenan; 
Pemeriksaan Berkas; 

Perusahaan 
Berdiri 

dilengkapi dengen Pengesahan dari Menteri 3. Pemerikeean Lokasi jLapangan; 
• Peraturen Presiden Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2009 Tenlang Pelayenen 
Hukum dan HAM. 

3. Untuk Perubahan dibidang usaha dilengkapi 
4. 
5. 

Proses suratIain; 
Penyerahan Surerbin 

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
M d I 

dengan : 
a. Keterangan Rencana Kegiatan, berupa 

o a 'uralan uraian proses produksi yang 
mencantumkan jenie bahan baku dan 

• Peraturen Kepala Badan Koordinasi dilengkepi dengan diagram 
Peneneman Modal Nomor 12 Tehun 2009 
Tentang Pedoman dan Tata cara 

alir/fiowchart. 
b. Reko~en~a.si .dati Iuatanai Pemerintahan 

Terkait, bila dipersyaratkan. 
Permohonen Penanaman Modal 4. Untuk Perubahan penyertaan daJam modal 

pereeroen dilengkapi dengan : 
a. Kesepakatan para pemegang aeham 

tentang perubahan penyertwm dalam 
modal perseroen, dalam bentuk : 
Fotokopi Ri9alah RUPSjKeputusan 
Sirkulasi. yang ditandatangBni oleh 
seluruh pemegang saham dan telah 
dicatat/didaftarkan oleh Notaris, atau 
Fotokopi Pernyataan Kepurusan 
RapatjBedta Acera Rapat dalam bentuk 
Akta Notaria. 

b. Bukti. Diri Pemegang Saham Bam, dalam 
bentuk : 

! • Fotokopi Akta Pendirian dan 
Perubahennya dengan pengesahan 
dart Mentert Hukum dan HAM, eerta 
Fotokopi NPWP bagi Badan Hukum 
Indonesia. 

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 
(KTp) yang rnasih berlaku serta NPWP 
bagi perorangan WNA. 

• Fotokopi Paeport yang masih berlaku 
bagi perorangan WNA 

• Fotokopi Akta Pendirian dan 
Terjeroahennya dalam Bahasa 
Indonesia atau Bahasa bagi Badan 
Hukwn Asing. 

c. Kronologis pernyataan dalam modal 
perseroan eejak pendirian perusahaan 
sampai dengan pennobonan terakhir 

d. Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman 
Modal (LKPM) periode terakhir. 



4 Isin Prinsip 
Periueean 
Penanaman Modal 

•	 Undang-undang RepubUk Indonesia Nomor 
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

•	 Peraturan Presiden Republlk Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
'terpaou Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal 

•	 Peraluran Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 
Tentang Pedoman dan Tata cara 
Permohonan Penanaman Modal 

, 
terjemehannya delem Bah... 
Indonesia erau Bahasa Inggris. 

c.	 Kronologis penyertean dalam modal 
peraeroen sejak pendirian perueahean 
eampei dengan perrnohonan terakhtr. 

--------------I 

e.	 permobonan ditendetangeni diataa 
materai cukup oleh direkst Perueahaan 
dilengkapi 

f.	 Sumt xueea berrueterer cuJrup untuk 
pengurusan permohonan yang tidak 
dilakukan eecare langsung o1eh Di.reksi 
Perusahaan. 

1.	 Fotokopi 1zin Usaha ateu Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) 

2.	 Fotokopi Izin Prinaip Penanaman Modal eteu 
Perubehen. 

3.	 Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahannya 
dilengkapi dengan pengesahan dart Menteri 
Hukum dan HAM. 

4.	 Keterangau Rencana Kegiatan berupa : 
a.	 Keterangan rencana kegiatan, berupa 

uraian proses produkei [enie bahan baku 
dan d.ilengkapi dengan diagram alir I 
flowchart 

b.	 Uralan Kegiatan Usaha Bektor erase 

5.	 Dalam hal terjadi perubahan penyertaan 
detam modal pereeroen yang mengakibatkan 
rerjadinya perubahan preeentase Baham 
asing, perusebaan harus menyampeikan : 
a.	 Kesepakatan perubahan komposisi 

saham entare ailing Fotokopi Ri8Blah 
RUPS/Keputusan Sirkutasi yang ditenda 
tangeni oleh seluruh Pemegang Saham 
dan telah dicatat oleh Netarts. 

b.	 Bukti diri Pemegang Saham baru, dalam 
bentuk : 
1. Fotokopi Pendirian dan Perubahannya 

dengan Pengesahan dari Menteri 
Hukwn HAM eerta Fotolropi NPWP 
begi Badan Hukum rndcnesae. 

2.	 Fotokopi Kartu Penduduk ( KTP ) 
yang masih berlaku Berta NWP bagi 
perorang WNL 

3. Fotokopi	 Paaport yang masih berlaku 
bagi perorang WNA. 

4.	 Fotokopi-Fotokopi pendirian dan 

1.	 Pengajuan berkas permchonen di 
loket pelayanan; 

2 Pemenkeaan Berkes; 
a Pemeriksaan Lokasi I Lapangan; 
4.	 Proses euret 1M; 
5.	 Penyerahen Surer lztn 

Non Retribusi 3 han kerja Seteme 
perueeneen 

Berdiri 



5 Izin Usaha 
Penanamen Modal 

• Undang-undang Republik Indonesia Nemer 
25 Tahun 2007 Tentang Peneneman Modal 

• Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2009 Tenlang Pelayenan 
Terpadu Salu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal 

• Perannan Kepala Badan Koordhasl 
Penenaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 
Tentang Pedoman dan Tata cere 
Permohonan Penanaman Modal 

6.	 Rekomendasi dan Instensi Pemerintah 
Terkait. 

7.	 Laporan Kegiatan Penanaman Modal { LKPM 
I 

8.	 Permohonan dltandetangani dietee materai 
cukup oleh Direksi Peruseheen dilengkapi 
Surat xuasa bermaterai cukup untuk 
pengurusen pennohonan yang tidak 
dilakukan secsra Iang!IUDg oleh Direksi 
Perusahaan. 

l .	 Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang 
ditandatangani cleh Tim Pelaksana LHP, 
KhuliUS bagi kegitan usaha yang 
memerlukan faeilitas bee masuk etas import 
barang dan behan. 

2.	 Fotokopi akta pendirian dan pengesahan 
eerte akte perubehen dan pengesaban dan 
Departemen Hukum dan HAM. 

3.	 Fotokopi pendaftaran Penanarnan Modal I 
Izin Prinsip Penanaman Modal / lzin Prinsip 
Perluasan Penanaman Modal I Burat 
Persetujuen Penenemen Modal / Izin Usaha 
dan Atau surer Persetujuan Perluasan 
Penanaman Modal / lzin Usaba Perluasan 
yang dimiliki. 

4,	 Fotokapi NPWP 
5.	 Buktl Pcnguasaanl Penggunaan Tanah etae 

nama Perusehaan. 
a.	 Fotokopi Sertiflkat Hak etas tenah eteu 

akta [ual bell tanah o1eb PPAT 
b.	 Fotokopi Perjanjian sewa menyewa 

tanah. 
6.	 Bukti Penguasaan/Penggunaan gedung/ 

Bangunan. 
a.	 Fotokopi Izin Mendirlkan Bangunan 

(1MB) 
b. Fotokopi Akta Jual bell / Perjan,jian eewa 

menyewa gedung / bangunan. 
7.	 Fotokopi Izin Gangguan (UUG/HO) etau 

Fotokopi aurar lzin Tempat ueehe (SITU) 
8.	 Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM) seneeter akhir. 
9.	 Fotokopi persetujuan / pengeaehan Analisis 

mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atsu 
Fotokopi persetujauan/pengesahan 
dolrumen UKL/dan UPL, 

1. Pengajuan berkas pennohonan di Non Retribuei 3 hari kerja Setama 
Ioket peiayeeaa; Perusahaan 

2. Pemerikeaen Berkas; Berdiri 
3. Pemerikaaan Lokasi ILapangan; 
4. Proses sural lzin; 
5. Penyerahan Sur-at lzin 



6 

L----l 

Izin usahe 
pertnaaan 
penenamea Modal 

•	 Undoog-undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2007 Tenlang Penanaman Modal 

• Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Terpadu salu Pintu dl Bidang Penanaman 
Modal 

•	 PerabJran Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 
Tenlang Pedoman dan Tata cere 
Permohonan Penanaman Modal 

~	 I
 

10. Persyaratan aebegaimana diatur dalam 
peraturan instansi tekrus terkait j etau 
perda eetempat. 

11. Permohonan di tandetengem dlatee materal 
cukup oleh direkei perusahaan. 

untuk12. Surat Kuasa bermaterai cukup 
tidakpengurusan permohonan yang 

direksidilakukan eecara Iang!lUng o1eh. 
perusehean. 

1. Fotokopi lzin Usaha etau Laporen HB8il 1. Pengajuan berkas pennohonan di Non Retribusi 3 hari kerja Selama 
Pemeriksaan (LHP) loket pelayanan; Peruaehean 

2. Fotokopi lz.in Penenaman Modal atau 2. Pemenkeean Berkas; Berdiri 
Perubahan. 3. Pemenlcsaan Lokasi jLapangan; 

3. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahannya 4. PrOSeB Buret Izin: 
dilengkapi dengan pengesahan dart Menteri 5. Penyerahan Surat Izin 
Hukum dan HAM, 

4. Keterangan Reneana Kegiatan berupa : 
a Keterangan rencana kegiatan, berupa 

uraian proses produksi jenis behan baku 
dan dilengkapi dengan diagram alir / 
flowchart 

b. Uraian Kegiatan ueeha sekeor.rasa 
5. Dalam hal terjadi perubahan penyerteen 

dalam modal perseroan yang mengakibatkan 
terjadinya perubahan proeentaee saham 
asing, perusahaan harua menyampaikan : 
a. Keeepaketan perubahan komposisi 

saham entare aaing Fotokopi Riseieh 
RUPS!Keputusan Sirkulasi yang ditanda 
tangani ojeb seluruh. Pemegang Baham 
dan telah djeatat oleh Netarts. 

b. Bukti dirt Pemegang Baham bam, dalam 
bentuk : 
1. Fotokopi Pendirian dan Perubahannya 

dengan Pengeeahan dart Menteri 
Hukum HAM serta Fotokopi NF'Vo'P 
bagi Baden Hukum Indcneeia, 

2. Fotokopi Kartu Penduduk ( KTP ) 
yang masih berlaku eeeee NWP bag! 
perorang WNI. 

3. Fotokopi Peeport yang masih berlaku 
bagi perorang WNA, 

4. Fotokopi-Fotokopi pendtrtan dan 
terjemahannya dalam Behaea 
Indonesia etau Bahasa Inggr1B. 

I ~ I I 



7 Izin Usaha 
Penggabungan/ 
Marg~r Perianaman 

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

Modal 
• Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Terpadu Setu PinbJ dl Bidang Penanaman 
Modal 

• Peratnan Kepala Badan Koordlnasi 
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 
Tentang Pedoman dan Tata cara 
Permohonan Penanaman Modal 

c.	 Kronojogie penyertaen dalam modal 
perseroan ;Iejak pendirian perueeheen 
sampai dengan permohcnan terakhir. 

6.	 Rekcmendasi dari Instanlli Pemermtah 
Terkait. 

7.	 Lapcran Kegiatan Penaneuaan Model (LKPM) 
8.	 Permohonan ditandatangani diatalil materai 

cukup oleh Direk&i Perusahaan dilengkapi 
Surat KUB.sa bermaterai cukup untuk 
pengurusan pennohonan yang tidak 
dilakukan eecera langsung oleh Direkgi 
Perusahaan. 

1.	 Laporan basil pemeriksaan proyek yang 
ditandatangaru oleh Tim Pelaksana LHP, 
khUBUS bagi kegiatan usaha yang 
memerlukan fasilitas Bea Masuk atas Impor 
Barang dan Bahan 

2.	 Fotokopi Aleta Pendirian dan Pengesahan 
Aleta perubahen dart Menteri Hukum dan 
HAM 

3.	 Fotokopi Pendaftaran Penanaman Model I 
Inn Prinsip Penanaman Model I Izin Prinsip 
Perfuaaan Penanaman Modell aurar 
Peraetujuan Penanaman Model I Izin Usaha 
dan / etau Surat Persetujuan Perluaean 
Penenaman Model I Izin Usaha Perluasan 
yang dimiliki 

4.	 Fotokopi NPWP. 
S.	 Hukti Penguaeaan / Penggunaan Tanah etas 

nama Perusahaan : 
a FotokDpi Sertifikat Hak Atas Taneh atau 

Akta .ruei Beli Tanah oleh PPAT 
b.	 FotokDpi ~Jjanjian Sewa menyewa 

Tanah. 
6.	 Bukti pengesahan I Penggunean Gedung I 

Bangunan 
e.	 Fotokopi Izin Mendirlkan Bangunen. 
b.	 Fotokopi Akta Juel Beli/Per:ianjian sewe 

Menyewa Gedung I Bangunan. 
7.	 Fotokopi lzin Gangguan (UUG!HO) atau 

Fotokopi Suret Izin Tempat Usaha (SITU) 
8.	 Fotokopi Persetujuan / Pengeeahen Analisis 

mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL) 
ateu Fotokopi Pereetujuen/pengeeehan 
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
(UPLj 

l. 

2. 

Pengejuan berkae permohonan di 
loket pelayanan; 
Pemeriksaan Berkas; 

Non Retribusi 3 han kerja 8elama 
Perueahaan 

Berdiri 
3. 
4. 

Pemerikeaan Lokaai lLapangan; 
Proses surat lzin; 

5. Penyerahan Surer Izin 



) Izin Usaha 
Perubaban 
Penanemen Modal 

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

• Peraturan Preslden Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Terpadu Satu PinbJ di Bidang Penanaman 
Modal 

• Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penenaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 
Tentang Pedoman dan Tata cara 
Permohonan Penanaman Modal 

J"--­ __ 

9.	 Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam 
peraturan Instanei teknie terkait danjatau 
peraturan daerah eetempee. 

10.	 Permohcnan ditandatanganl diatas materai 
cukup oleh Direksi perteenean. 

11.	 Surat xuese bermaterai cukup untuk 
pengurusan pennohonan yang tidek 
diIakukan secara langeu.ng oleh Direksi 
Perusahaan 

12.	 Kesepakatan seluruh Pemegang sahwn 
mesing-maeing Perusahaan baik perueahaan 
yang menerusken kegiatan maupun 
peruaanaen yang menggabung tentang 
perserujuan penggabungan perueahaan 
dalam benruk Akta Pernyataan keputuaan 
RUPS. 

13.	 Kesepeketan eeluruh pemegang Baham 
perusehaen yaitu perueahaan y~. 

meneruasen 
Kegiatan Perusahaan yang menggabung 
tentang rencana Penggabungsn Perusahaan 
deiam bentuk Akta Merger yang telah 
disetujul oleh Menten Hukum dan HAM 

14.	 Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman 
Modal (LKPM) periode terakhir bagi 
perueahaan yang meneruexan kegiatan 
usaha. 

1.	 Fotokopi lzin Penanaman Modal/Perluasan 
yang dimohonkan Perubahannya. 

2.	 F'otokopi Akta Pendirian dan Perubehennya, 
dilengkapi dengen Pengeaahan dari Menteri 
Hukum dan HAM. 

3.	 Untuk Perubahan dibidang ueaha dilengkapi 
dengan : 
a.	 Keterangan Rencana Kegiatan, berupa 

uraian uraian proses produkai yang 
menca.nturokan jenis bBhan baku dan 
diIengkapi dengan diagram 
sur/ flowchart. 

b.	 Rekomendasd dari Inatansi pemedntahan 
Terkait, bila dipersyaratkan. 

4.	 Untuk Perubahan penyertaan daJam modal 
pereeroan dilengkapi dengan : 
a.	 Kesepeketan para pemegang saham 

tentang perubahan penyertaan dalam 
modal perseroan, dalam bentuk ; 
Fotokopi Risalah RUPSjKeputusan 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Pengajuan berkas permohonan di 
loket pelayanan.; 
pemerikeaan Berkes; 
Pemeriksaan Lckaei /Lapa.ngan; 
Proeea surat Isin; 
Penyerahan SUrat Izin 

I Non Retrthusi 3 han kerja 

_1­



Sirkulasi yang ditandatangani oleh 
seluruh pemegang eenam dan telah 
dicetat/dideftarken oleh NOM5, eteu 
Fotokopi Pernyateen Keputuaan 
RapatjBerita Acera Rapat dalam bentujc 
Akta Notaris. 

b. Bukti Diri Pemegang Saham Bam, dalam 
bentuk : 
• Fotokopi Akta Pendirien dan I 

perubahannya dengan pengesahan 
dari Menteri Hukwn dan HAM, Berta 
Fotokopi NPWP bag! Badan Hukum 
Indonesia, 

• Fotokopi Kartu Tanda Pendudujc 
(KTP) yang masih berLaku serte NPWP 
bagi perorangan WNA. 

• Fctokcpi Peepcrt yang maeih berlaku 
bagi percrangen WNA 

• Fotokopi Akta Pendirien dan 
Terjemahannya dalam Bahasa 
Indonesia areu Bahasa bagi Baden 
Hukwn Arnng. 

e, xronotogts pernyetaen dal.am modal 
pereeroan sejak pendirian perusahaan 
sampai dengan permohonan terakhir 

d. Fotokllpi Lepcran Kegiatan Penanaman 
Modal. (LKPM) periode terakhir. 

) e. pennobonan ditandatangani diatas 
materei cukup oleh direk6i Perusahaan 
dilengkapi 

C. Surat xueee bermaterei cukup untuk 
pengurusan permobonan yang tidak 
dilakukan eecara 1angsung cleh Direksi 
Perusahaan. 

9 bin Mendirikan Perda Nomor 13 'rabun 2011 tentang 1. Mengisi Formulir Permohonan; 1. Pengajuan berkas permchonan di eeeuer Perda 12 hari kerja Sdamanya 
Bangunan (1MB) Retribusi lzin Mendirikan Bangunan(IMB) 2, Fotokopi KTP Pemohon loket pelayanan; Nomor 13 

3, Pemyataan Pemobcn; 2. Perneriksaan Berkes; Tahun 2011 
4, Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah 3. Pemeriksaan Lokasi jLapangan; tentang 
5, Akta pendtrtan perusahaan 4, Penetapan biaya!Retribusi; Retribuei Izin 
6. Gambax perencenean Bangunan(Site PLan) 5, Pembayaran di kasir Mendirikan 
7. Surer peraetujuan tetanggajlingkungan 6. Proses surer lzin; Bengunen 

I 

8. 
9. 

Berita Acara Pemeriksaan; 
Rekomendasi Camat. 

7. Penyerahan Surat lzin (1MB) 
I 

}
 



10 Surat bin 'Iempat 
Usaha (SITU) I lzin 
Gangguan (SITU­
HO) 

11 Meek 

12 Surat lzin ueehe 
Perdagangan (SIUP) 

13 Tanda Daftar 
Perueahaan (TDP) 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
eelatan Nomar 14 Tabun 2011 tentang 
Retribuai Isin Ge.ngguan 

Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomr 
15 Tahun2001 tentang Merk 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia NQJl10r 39/M-DAG/PER/ 12/2011 
tentang Perubehan Kedua Atas Pereturan 
Menteri Perdagangan Nemer 36/M­
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan 
Suret irin Usahe Perdagangan. 

Undang Undang Republik Indonesia 
Nomor 3 tahun 1982 Tenteng Wejib Daftar 
Perusebean 

1.	 Mengisi Fonnulir Permobonan; 
2.	 Fotokopi KTP Femohan 
3.	 Pemyataan Pemohon; 
4.	 Aleta Pendirian perueehaan 
5.	 Surat pereerujuen tetangga/Iingkungan 
6.	 Benta Acare pemerikaean; 
7.	 Rekornendasi Camat. 
8.	 Dokumen JingkUngan (AMDAL, UKL/UPL, 

SPPL) bagi ueaha yang wemiliki. dampek 
lingkungan 

1.	 Mengisi Formulir ?ermohonan; 
2. Fotokopi KTP Pemohon 
3 Pernyeraen Pemohon; 
4.	 Akta Pendirtan perusahaan 
5.	 aurar persetujuan tetangga./lingkungan 
6.	 Bents. Acere Pemeriksean; 
7.	 Rekomendesi Camet. 
8.	 Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, 

S:~~e.gi ueaha yang memiliki dampak
lin n~n 

1.	 Mengisi Fonnulir Permobonan: 
2.	 Fotokopi KTP Pemohon; 
3.	 Fotokopi NPWP; 
4.	 Pemyataan pernchcn; 
5.	 Akte Pendirten perueahaan 
6.	 surer persetujuan tetanggaylingkungan 
7.	 Benta Acare Pemerikeean: 
8.	 Rekcrnendaai cemet. 
9.	 Dokumen Iingkungan (AMDAL, UKL/UPL, 

~~~e.gi usaha yang memiliki dempak 
. naan 

1.	 Mengisi Formulir Pennohonan; 
2.	 Fotokopi K'TPPemohon; 
3.	 Fotokopi NPWPj 
4. Pernyetaan Pemohon; 
5 AktB Pendirian perueahaan 
6.	 Suret perserujuan tetangga/Iingkungan 
7.	 Berite Acara Pemenksaan: 
8.	 Rekomendaei Camet. 
9.	 Dokumen Hngkungan (AMDAL, UKL/UPL, 

S~~l~agi ueaha yang memiliki dampak
lin ngan 

1.	 Pengajuan berkas permohonan eli 
loket pelayanan; 

2.	 Pemeriksaan Berkes; 
3.	 Pemerikse.an Loka5i !Lapangan; 
4.	 Penetapan biaya/Retribusi; 
5.	 Pembayaran di kasir 
6.	 Proses suret bin; 
7.	 Penyerehan Surat Izin 

1.	 Pengajuan berkas permohonan di 
loket pelayanan: 

2.	 Pemerikeaan Berkes; 
3.	 pemedksaan Lokasi /Lapangan; 
4.	 penetapan biaye/Retribusi; 
5.	 Pembeyeren eli kastr 
6.	 Proses surer Izin; 
7.	 Penyerahan surer bin 

1.	 Pengajuan berkaa permobonan di 
loket pelayanan: 

2.	 Pemeriksaan Berkae; 
3.	 Pemenkeean Lckasi /Lapanganj 
4.	 Proses euret lzin; 
5.	 PenyeraluanSuretUdn 

1.	 Pengajuan berkas permohonan di 
loket pelayanan; 

2.	 Pemeriksaan Berkas; 
3.	 Pemeriksaan LokaeJ /Lapangan; 
4.	 Proses eurat Izin; 
5.	 Penyerahe.n Surat lzin 

Sesuai 
PeraturanD._ 
xebupeten 
Lam.pung 
eeieeec 
Nemer 14 
Tehun 2011 
tentang 
Retribusi lzin 
oeneeuan 

Non Retribusi 

5-7 han keIja 

5-7 han kerja 

3 'ranun 

3 Tabun 

Non Retribusi 5 -7 bari kerja 3 TOOun 

Non Retribusi 5-7 han kerja 3 Tahun 

, 



14 lzin Usaha Industri 
(lUI) 

15 Tanda Dafter 
lndustri (TDI) 

16 Tanda Daftar 
gudang (TDOI 

! 
! 

17 Surat lzin Usaha 
Kepariwisataan 

1.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 
'Ientang Perinduetrian; 

2 peraruren Pemerlntah No.17 Tabun 
1966 tentang Kewenengan 
pengaturan.pembtnaan pengemnengan 
Induetrj; 

3.	 Peraturan Pemerintah NO,13 'rabun 
1995 tentang 100 Usaha Induatri; 

4.	 Perda Kabupaten Lampung Selatan 
nomor 12 Tabun 2001 tentang Izin 
Induatrt dan 1M perdagangan. 

Perda Kabupaten lampung Selatan Nomar 
12 Tabun 2001 tentang Izin Industri dan 
Izln Perdegangen. 

1.	 Keputusan Menperindag No.105/MPP· 
DAG/KEP/2/199B tentang penatean 
dan Pembinaan Oudang; 

2.	 Peraturan Menteri Perdagangan RJ 
Nomor :16/M-DAG/PER/3/2006 
Tanggal 29-03-2006 tentaT1& Penetaan 
dan Pemhmaan Pergudangen: 

3.	 Perea Kahupaten LaJnpung aeisten 
Nornor 12 Tabun 2001 tentang Izin 
lndustri dan tetn perdagangan. 

1.	 Inpres No.7 Tahun 1987 tentBng 
Penyederhanaan Pedzinan d~ 

retribusi di bidang usaha Pariwisata; 

2.	 Peraturan Menterl Kebudayaan d~ 

Pariwisata Nomor 
PM.91/HK.50 l/MKP/2010 tentang 
Tata C~. Pendaftaran Usaha 
Penyelenggeraan Kegiatan Hiburan dan 
Rekreasi 

, 

1.	 Mengisi Formulir Permohonan; 
2.	 Fotokopi KTP Pemohon; 
3.	 Fotokopi NPWP; 
4.	 Pemyataan Pemohon; 
S.	 Aleta Pendiriaa perueahaan 
6.	 Surat persetujuan tetangga/lingkungan 
7.	 Berita Acara pemeriksaan; 
S.	 Rekomendasi Camet, 
9.	 Dokumen lingkungan (AMDAL. UKL/VPL, 

SPPL) bagi ueaha yang memililci dempak 
lingkungan 

1.	 Mengisi Formulir Permohonan; 
2. Fotokopi KTP Pemohon; 
3 Fotokopi NPWPj , Pemyataan Pemohon; 
S.	 Akta PencUrian perosahaan 
6.	 Surat persetujuan tetangga/lingkungat1 
7.	 Bertta Acara pemeriksaan; 
8.	 Rekomendasi Camet; 
9.	 Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, 

SPPL) bagi uaaha yang memiliki. dampek 
linlrlWnlWl 

1.	 Mengisi Formulir Permohonan: 
2.	 Pctokopi KTP Pemohon; 
3.	 Fotokopi NPWP; 
4.	 Pernyaraan Pemchon; 
S.	 Akta Pendlrian perusahean 
6.	 surer persetujuan tetangga/Iingknngan 
7.	 Berita Acara Pemerikeean; 
a.	 Rekomendasi Camet; 
9.	 Dokumen lingkungan {AMDAL, UKL/UPL, 

SPPLj bagi uaaba yang memiliki 
lin 

1.	 Mengisi Formulir Permohonan; 
2.	 Fotokopi KTP Pemohon; 
3.	 Fotokopi NPWP; 
4.	 Pernyataan Pemohon; 
S.	 Akta PencUrian perueahaan 

dampak 

6.	 Surat persetujuan tetangga/lingkungan 
7.	 Bertta Aeara Pemeriksaan; 
8.	 Rekcmendaai Camet; 
9.	 Dckumen Iingkungan {AMDAL, UKL/UPL, 

S~~~,1'bagi usaha yang rnerniliki dampek
lin n",A";, 

1.	 Pengajuan berkee permohonan eli 
loket pelayanan; 

2.	 Pemeriksaan Berkaa; 
3.	 Pemeriksaan Lokasi ILapangan; 
4.	 Proses eurat lzin; 
S.	 Penyerahan Surat Izin. 

1.	 Pengajuan berkas pennohonan d.i 
Ioket pelayanan: 

2.	 Pemeriksaen Berkas; 
3.	 Pemerikaaan Lokaai /Lapanganj 
4.	 Proses eurat bin; 
S.	 Penyerahan. surer Izin. 

1.	 Pengajuan berkaa permohonan di 
loket peleyanan: 

2.	 Pemeriksaen Bermsj 
3.	 Pemeriksaan Lokasi /Lapanganj 
4.	 Proses eurar 1M; 
S.	 Penyeraban Surat lzin. 

1.	 Pengajuan berkas permohonan eli 
loket pelayanan; 

2.	 Pemeriksaan Berkee; 
3.	 Pemerikaaan Lokaal /Lapangan; 
4.	 Proses surat lzin; 
5.	 Penyerahan aurar lain. 

Non Retnbusi 5-7 hari kerja 3 renun 

Non Retribusi 5-7 hari keIja 3 Tabun 

Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tabun 

Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 'rebun 

~ ~ 



18 Izin Ueaha 
Perikanan ~IUp) 

19 Izin Usaha Pueat 
Perbelanjaan (ruPP) 

20 Izin Usah Toko 
Modern (IUTM) 

• 

21 SIPA 

1.	 Undang-Undeng Perikanan ncmcr 31 
Tabun 2004; 

2.	 Perda Kabupaten Lampung Selatan 
Nornor 5 Tahun 2003 teutang Sumber 
Daya Perik:anan di Wilayah Kabupateo 
Lempung aeteten 

1.	 Peraturan Preaiden R1 Nemer 112 
Tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Paar Tradieional, Pueat 
Perbelanjaan dan Toka Modern. 

2.	 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor , 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang 
Pedoman Penataan d= Pembinae.n 
Paear TradisiOnal, Pueet Perbelanjaan 
dan Toko Modern, 

1.	 Peraturan Presiden R1 Nomor 112 
'reaun 2007 tentang Penetaan dan 
Pembmean p- Tradisional, Pusat 
perbelanjean dan Toko Modern, 

2.	 peraturan Menteri Perdegangan Nomor , 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang 
Pedoman Penataan dan Pembinean 
Paear Tradisional, Pueat Perbelanjaan 
dan Toko Modem. 

1.	 Perda Kabupaten 
No.Oll Tahun 
Pengelclahan Abc 
Permukaan; 

2.	 Peraturan Bupati 
tentang Perizanan 

Lampung setetec 
2005 tenteng 

Bawall tanah/Air 

Lempung Selatan 
Pemanfaate.n Abc 

Bawah Tanah/AiTPermukaan 

1.	 Mengisi Fonnulir Permohonan; 
2.	 Fotokopi KTP Pemohon; 
3.	 Fotokopi NPWPj 
4.	 Pernyataan Pemohon; 
5.	 Akte. Pendirian perueeheen 
6.	 Surat persetujuan tetangga/lingkungwl 
7.	 Berite. ACBfB Pemerilclaan; 
8.	 RekomendaBi Carnal; 
9.	 Dokumen lingkungan (AMDAL, UKLfUPL, 

SPPLl bagi ueane yang memiliki. dampak 
lingkungan 

3.	 Mengisi Formulir Permohonan; 
4.	 Fotokopi l\.'1'P Pemohen, 
5.	 Fotokopl NPWP; 
6.	 Pernyataan Pemohon; 
7.	 Aleta pendlriaa perusahaan 
8.	 Surat persetujuan tetangge./lingkungan 
9.	 Bents. Ace.ra Pemeriksaan, 
10.	 Reknrnendaei Camet; 
11.	 Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, 

8PPL) bagi ueehe yang memiliki dampak 
lin 

l.	 Mengisi Formulir Permchonan: 
2.	 Fotokopi KTP Pemohon: 
3.	 Fotokopi NPWPj 
4.	 pernyataan Pemchon; 
5.	 Aleta Pendirian peruaahaan 
O.	 SUrat pereetujuan tetangga/lingkungan 
7.	 Bertta Acara pemerikeean: 
8.	 Rekomendasi Camet: 
9.	 Dokumen lingkungan (AMDAL, lJXL/UPL, 

~~~lTbagi usaha yang memiliki dampak. n=n 
1.	 Mengisi Fonnulir Permchonan: 
2.	 Fotokopi KTP Pemohon; 
3.	 Fotokopi NPWP; 
4.	 Pernyetean Pemohon; 
5.	 Rekomendasi Teknis Instansi Terkait: 
6.	 Akta Pendirian peruaahaan 
7.	 Surat pereetujuan tetangga/lingkungan 
8.	 Br.rita Acara Pemeriksean: 
9.	 Rekomendasi Cem.at; 
10.	 nokumen Hngkungan (AMDAL, UKLjUPL, 

SPPL) bagi useha yang memiliki dempak 
lingkungan 

1.	 Pengajuan berkas pennohonan di 
loket pe1ayamm; 

2.	 Pemenksaan Berkas; 
3.	 Pemeriksaan Lokasi. !Lapangan; 
4.	 Proses eurae Izin; 
5.	 Penyerahan Surat Izin, 

1.	 Pengajuan berkas pennohonan eli 
loket pelayanan; 

2.	 Pemeriksaan Berkes; 
3.	 Pemeriksaan LokBsi /Lapangan; 
4.	 Proses eurat bin; 
5.	 Penyerahan Surat lzin, 

1.	 Pengajuan berkas permohonan di 
lcket pelayanan; 

2.	 pemertkeeen Berkes; 
3.	 Pemertkeaan Lokasi /Lapanganj 
4.	 Proses surat Izin: 
5.	 Penyerahan Surat Izin. 

1.	 Peugajuan berkas pennohonan di 
Iaket peIayanan: 

2.	 Pemeriksaan Bel'kBBj 
3.	 Pemenkeean Lokasi /Lapangan; 
4.	 Proses surer Izin; 
5.	 Penyerahan surec tein. 

Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tahun 

I 

Non Retribusi 5"7 hari kerja 3 Tahun 

Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tahun 

Non Retribusi 5-7 hari kerja 3 Tahun 

!
 



22 Izin USahaJSS8 

konetruksi (SIUJK) 

23 I.zinPemaeangan 

zekiaroe 

24 I Izin Penimbunan 
BBM 

I 

U_______L 

Keputusan Bupati Lampung Selatan Nemer 
48 Tahun 2001 tanggal 11 [uli 2001 
tentang Surat izin Usaha .Jaaa xonstrujcst 

1.	 Perda gabupaten Lampung Setatan 
No,I8 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Kedua Pereturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 
2002 tentang Perubahan Pertama 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
seletan Nemer 05 Tahun 1998 tentang 
Pajak Reklame; 

2.	 Keputuaan Bupati Lempung Selatan 
Nemer 65/DIPENDA/HK-LS/2005 
tentang Pembentukan Tiro Teknis 
Perizinan Reklame Kebupaten 
La1npung Selatan 

Petrolium Opslag Ordonantie etb. 1927 No 
199 dan 200 Pa!lal9 ayat (1) eampai 
dengan (3) Jo SK Mendagrt 
No.503.541.27. I 133 dan Perna Nomor 2 
Tahun 2005. 

L Mengisi FonnuUr Permohcnan: 
2. Potokopi KTP Pemohon: 
3. F'otokapi NPWP; 
4. Pemyata.an Pemohon; 
5. Aleta Penrhrien pcrueahaan 
6. Surat persetujuan tetangga/lingkungan 
7 Berita Acara Pemerikeaan; 
B Rekomendasi Camat; 
9. Dokumen lingkungan {AMDAL, UKL/UPL., 

SPPL.) bagi useea yang memiliki dampak 
linekune:an 

1. Mengisi Formulir Permohunan: 
2. Fotokopi KIT Peraohon: 
3. Fotokopi NPWP; 
4 Pemyataan Pemohon; 
5. Bukti pembayaran Pajak dari Dipenda; 
6. Akta Pendirian perusahaan 
7 Surat persetujuan tetanggajllngkungan 
8. Berita Aeara Pemerikeaan: 
O. Rekomendasi Camet: 
10. Dokurnen llngkungan (AMDAL, UKL/UPL, 

SPPL) bagi ueebe yang memiLiki dampak 
lingkungan 

1.	 Mengisi Fonnulir Pennohonan; 
2.	 Fotokopi KTP pemchon: 
3.	 F'otokopi NPWP; 
4.	 pernyataan Pemohon; 
5.	 Akte.Pendirian perusehean 
6.	 su-et pereetujuan tetangga/lingkungan
7.	 Berita Aeere Pemerikecan; 
B.	 Rekornendasi Camet: 

~ 5. 

O. Dokumen ltngkungan (AMDAL, UKL/UPL, 
SPPL) bagi ueene yang merniliki dampe.k 

---l_---!!lin"'gJru""'n"'gan"!l._________ 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

L 

2. 
3. 
4. 

Pengsjuen berkas permohonan di
 
Ioket pelayanan;
 
Pemeriksaan Berkes;
 
Pemenksaan Lckasi /Lapangan;
 
Proses euret Izin;
 
Penyerahan Surat bin.
 

Pengajuan berkaa permohonan di
 
Joket pelayanan;
 
Pemeriksaan Berkaa;
 
Pemcrikeaen Lckaai /Lapangao;
 
Proses suret Izin;
 
Penyerahan Sural Izin.
 

Non Retrib' 5-7 hart keJ.ja I 

I	 . 

Non Retribusi 5-7 hari ketja 

==--1,=1co=c;~=~.Penga.juan berkas pennohonan di "._.... _
 
loket pelayanan;
 
Pemeriksaan Berkes;
 
Pemerikeaan Lekasi /Lapangan;
 
Proses aurae Izln;
 
Penyerahan Surat Izin.
 

i 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

RYCKtENOZA SZP 

3 Tabun I 
I 

3 Tahun 

3TM= I 
_~ 

NO PARAF KOOROINAS 
1 SEKDAKAB 
2 
3 

ASISTfN BID..'...... 
IASISTfN BID.................. 

r " IV 

4 ASISTfN BID.................. 
15 ASISTEN BID.................. 
6 L
7 I "" • HI-{ VPT -t<. 
8 

~L~,: .KAQ!~2.l:,!L!S,~ 
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